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Abstrak 
Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan 

perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini membahas pengaturan standar mutu produk kosmetik serta 

peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran 

produk kosmetik secara post market agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Identifikasi masalah pada 

penelitian ini ialah bagaimana penerapan standar mutu pada produk Scarlett Whitening body lotion dan 

bagaimana peran BPOM dalam menjamin produk kosmetik tersebut aman bagi konsumen. Penelitian ini 

menggunakan metode normatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan wawancara terhadap 

konsumen serta BPOM. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, diperoleh kesimpulan bahwa setiap 

produk kosmetik wajib memenuhi standar mutu yang ditentukan, dan BPOM memiliki peran penting dalam 

melakukan pengawasan baik sebelum maupun setelah produk dipasarkan. Produk Scarlett Whitening telah 

memenuhi aspek legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dari sisi 

kualitas, masih ditemukan keluhan dari konsumen terkait tekstur yang berat, sulit menyerap, dan efek 

mencerahkan yang tidak dirasakan. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan mutu yang tidak hanya 

berhenti pada aspek legalitas, tetapi juga pada pengalaman dan kepuasan konsumen. 

 

Kata kunci: BPOM; Konsumen; Kosmetik; Mutu; Perlindungan. 

 

Abstract 
Consumer protection is an effort to ensure legal certainty in safeguarding consumer rights. This study 

examines the regulation of cosmetic product quality standards and the role of the National Agency of Drug 

and Food Control (BPOM) in conducting post-market surveillance to ensure compliance with established 

standards. The identified issues in this research are how the quality standards are applied to Scarlett 

Whitening body lotion products and how BPOM plays a role in ensuring the safety of these cosmetic 

products for consumers. This research uses a normative-descriptive method through literature study and 

interviews with consumers and BPOM officials. Based on the research findings and conclusions, it is 

concluded that every cosmetic product must comply with the established quality standards, and BPOM 

plays a crucial role in conducting both pre-market and post-market supervision. Although Scarlett 

Whitening products have fulfilled legal requirements in accordance with regulatory provisions, consumers 

have expressed dissatisfaction regarding the product’s heavy texture, difficulty of absorption, and lack of 

promised brightening effects. This highlights the importance of quality supervision not only in terms of 

legal compliance but also in ensuring consumer experience and satisfaction. 

 

Keywords: BPOM; Consumer; Cosmetics; Protection; Quality. 
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A. PENDAHULUAN 

Seperti yang kita ketahui, penampilan sangatlah penting. Baik dalam bekerja 

maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan sangat diperhatikan sedari dulu hingga 

era modern sekarang ini, mulai dari cara berpakaian hingga cara merias diri. Tak heran 

apabila banyak orang yang ingin tampil lebih cantik dan sempurna, khususnya kaum 

Wanita. Kosmetik dan kecantikan merupakan dua hal yang selalu berkaitan sejak dulu. 

Pada dasarnya, setiap wanita ingin terlihat cantik dan menarik dalam segala kesempatan. 

Karena wanita akan merasa lebih percaya diri saat merka terlihat cantik dan menarik. 

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020, 

yang dimaksud dengan "kosmetika" adalah bahan atau produk yang dirancang untuk 

diaplikasikan pada bagian luar tubuh manusia—seperti kulit (epidermis), rambut, kuku, 

bibir, organ genital bagian luar, serta gigi dan selaput mukosa di rongga mulut—dengan 

tujuan utama untuk membersihkan, memberikan aroma, mengubah penampilan, 

mengurangi atau menghilangkan bau badan, serta melindungi atau menjaga tubuh dari 

gangguan kesehatan atau penyakit. 

Selain keinginan dari diri sendiri, terdapat pula tuntutan sosial agar wanita tampil 

cantik dan menarik sesuai dengan standar kecantikan masyarakat. Stereotip standar 

kecantikan di Indonesia adalah bahwa cantik itu harus berkulit putih, bertubuh kurus, 

tinggi, dan berambut lurus, yang sepertinya mengarah pada persyaratan bahwa 

perempuan harus berpenampilan sempurna. Sehingga setiap wanita akan berusaha 

melakukan apapun untuk merawat diri agar terlihat lebih cantik, seperti perawatan di 

rumah, di salon kecantikan, mengkonsumsi vitamin dan lainnya. Para wanita rela 

menghabiskan uang untuk membeli kosmetik agar membuat wajah mereka terlihat lebih 

cantik. 

Pada era perdagangan bebas ini, pelaku usaha berlomba-lomba untuk membuat 

berbagai macam produk kecantikan dengan manfaat yang bermacam-macam guna 

menarik perhatian konsumen. Konsumen merupakan setiap orang yang memperoleh 

barang maupun jasa . Di Indonesia, banyak produk kosmetikdari Korea Selatan yang 

terkenal dan sangat digemari oleh masyarakat, seperti Laneige, Some By Mi, Innisfree, 

Cosrx, Etude dan lainnya. Produk dari Korea Selatan ini sangat diminati karena 

menggunakan bahan dengan kualitas tinggi danmenjanjikan kulit terlihat lebih putih dan 

sehat serta mengatasi berbagai macam permasalahan kulit. Namun, saat  ini banyak juga 

brand produk kosmetik lokal yangmenjanjikan hal serupa dengan harga lebih terjangkau. 

Pada tahun 2020, sektor kosmetik di Indonesia menunjukkan lonjakan 

pertumbuhan yang signifikan, mencakup berbagai kategori seperti perawatan wajah, 

tubuh, hingga produk tata rias. Data dari BPOM menunjukkan bahwa terdapat 234.339 

produk kosmetik yang telah memperoleh izin edar, jumlah ini melampaui produk 

makanan dan minuman (156.867), obat-obatan (24.414), jamu atau obat tradisional 

(16.233), serta suplemen kesehatan (4.509). Pertumbuhan industri kosmetik dalam negeri 

juga tercermin dari peningkatan jumlah pelaku usaha, yang naik dari 913 perusahaan di 

tahun 2022 menjadi 1.010 perusahaan pada pertengahan 2023—menunjukkan 

pertumbuhan sebesar 21,9%. Selain itu, sektor ini juga berhasil menembus pasar 
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internasional, dengan nilai ekspor produk kosmetik, parfum, dan minyak atsiri mencapai 

770,8 juta dolar AS dalam periode Januari hingga November 2023. 

Tuntutan sosial mengenai standar kecantikan membuat banyak wanita ingin 

mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dengan cepat atau instan dari produk 

kosmetik yang mereka beli. Hal tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha 

yang tidak bertanggung jawab memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang 

tidak memenuhi standar kualitas atau mutu produk kosmetik. Oleh karena itu, 

perlindungan konsumen menjadi hal yang harus diperhatikan saat ini, karena semakin 

banyak pelaku usaha yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mementingkan 

kerugian yang diderita konsumen apabila barang dan/atau jasa yang diperjual belikan 

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Amalia & Purnamasari, 2023). Perlindungan 

konsumen memiliki cakupan yang luas, termasuk perlindungan konsumen terhadap 

barang dan jasa, mulai dari tahap pembelian hingga konsekuensi dari penggunaan barang 

dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

aspek, yaitu perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada 

konsumen tidak sesuai denga apa yang telah disepakati, dan perlindungan terhadap 

diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen (Zulham, 2017). 

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

menegaskan bahwa produk farmasi dalam bentuk kosmetik wajib memenuhi standar 

dan/atau ketentuan yang berlaku, yang dapat berupa Kodeks Kosmetika Indonesia atau 

standar lain yang diakui secara resmi. Selain itu, bahan baku yang digunakan dalam 

pembuatan sediaan farmasi—baik yang berupa obat berbahan alam, suplemen kesehatan, 

obat kuasi, maupun kosmetik tertentu—harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan 

berdasarkan hasil kajian risiko. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan 

Kosmetika, yang dalam Pasal 2 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban 

menjamin bahwa kosmetik yang diproduksi untuk dipasarkan di dalam negeri, maupun 

yang diimpor untuk diedarkan di Indonesia, telah memenuhi ketentuan teknis terkait 

bahan kosmetik. Persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut meliputi keamanan, 

kemanfaatan, dan mutu. Salah satu standar kecantikan di Indonesia adalah memiliki kulit 

putih. Masyarakat berpendapat bahwa wanita yang cantik ialah yang memiliki kulit 

putih.Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka 

untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan 

mengklaim bahwa produk tersebut dapat mencerahkan atau memutihkan tubuh dengan 

cepat. Dan dalam pengiklanannya menggangkat artis dari Korea Selatan sebagai Brand 

Ambassador untuk mendorong klaim tersebut. 

Salah satu brand produk kosmetik lokal yang menjadikan artis Korea Selatan 

sebagai Brand Ambassador nya adalah Scarlett Whitening. Scarlett Whitening adalah 

brand kosmetik lokal dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia yang didirikan pada 

https://doi.org/10.25105/amicus.v2i2.22865
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2017 oleh Felicya Angelist. Scarlett mengeluarkan berbagai jenis produk kosmeik yang 

berfokus untuk mencerahkan dan menjaga Kesehatan kulit, baik untuk tubuh, wajah, 

maupun rambut. Salah satu produk dari Scarlett Whitening yang terkenal di masyarakat 

adalah body lotion yang memiliki berbagai macam varian. Dalam iklan yang ditampilkan 

di salah satu e-commerce official store mereka, Scarlett mengklaim bahwa produk body 

lotion mereka adalah Body Carepertama dengan 7x Ceramide, dan dapat mencerahkan 

serta melembabkan dengan wangi mewah tahan lama. 
 

Gambar 1. Iklan produk Scarlett Whitening body lotion 

Keterangan: 

Akun “Shopee” milik Scarlett Whitening, 2024 

 

Namun, beberapa konsumen mengatakan bahwa produk body lotion iniaslinya 

tidak sesuai dengan apa yang tertera pada iklan. Salah satu konsumen yang mengeluhkan 

terkait produk ini adalah kak Salsabila. Kak Salsabila mengatakan bahwa produk body 

lotion tersebut membuat kulit terasa kering, terliha dempul dan susah untuk diratakan. 

Selain itu, ada pula kak Kiki dan kak Ruby yang juga setuju bahwa produk body lotion 

ini susah untuk diratakan ke kulit dan membuat kulit terlihat dempul, bukan 

mencerahkan. 

 

 

Gambar 2. Komentar dari konsumen Scarlett Whitening pada media sosial X 

Keterangan: 

Penulis, 2024 
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Identifikasi masalah pada penelitian ini ialah bagaimana penerapan standar mutu 

pada produk Scarlett Whitening body lotion dan bagaimana peran BPOM dalam 

menjamin produk kosmetik tersebut aman bagi konsumen. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan “Perlindungan Konsumen Atas 

Peredaran Produk Kosmetik Post Market Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen” adalah penelitian normatif. Penelitian normatif ini 

akan mengkaji untuk menyelesaikan masalah dari permasalahan hukum ini (Suteki & 

Taufani, 2020). Penulisan ini bersifat deskriptif. Metodologi penelitian yang dipakai 

dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan kepada 

konsumen Scarlett Whitening dan BPOM. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari 

data nyata yang didapatkan dari buku, transkrip, jurnal, dan Undang-Undang (Soekanto, 

2019). 

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengaturan 

standar kualitas produk kosmetik serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) dalammelakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik post market 

supaya sesuai dengan standar yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 

C. PEMBAHASAN 

Pengaturan Standar Kosmetik Scarlett Whitening 

Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah 

“menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.” Undang- 

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 142 ayat 4 juga menyatakan 

bahwa “sediaan farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau 

persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui”. 

Oleh karena itu, produk kosmetik yang tidak layak guna atau tidak sesuai dengan standar 

mutu yang berlaku dilarang untuk diperjual belikan atau diperdagangkan di Indonesia 

karena berisiko jika digunakan dan dapat merugikan konsumen. Jika pelaku usaha 

melanggar hal tersebut, maka dapat dituntut pertanggungjawabannya (Handriani, 2020). 

Atas dasar hukum tersebut dapat diartikan bahwa suatu pelaku usaha yang tidak 

mematuhi, memperhatikan dan mengindahkan aturan-aturan itu telah dianggap 

melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta hak-haknya (Karolina et 

al., 2021). 
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Standar mutu kosmetik di Indonesia diatur oleh Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan atau BPOM melalui Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang 

Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik. Dalam Pasal 1 angka (4), dijelaskan 

bahwa “Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB adalah 

seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar 

produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai 

dengan tujuan penggunaannya.” Selain itu, BPOM juga mengeluarkan Peraturan BPOM 

Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran Dalam Kosmetik, Peraturan BPOM 

Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 

tenang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetika, yaitu data mengenai 

keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetik dan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 

2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika. 

Selain Peraturan BPOM, terdapat juga standar ISO 22716 yang dikembangkan oleh 

Industri kosmetika untuk menjamin kualitas dan keamanan produk. ISO 22716 adalah 

standar internasional yang dikembangkan oleh International Organization for 

Standardization sebagai kumpulan panduan cara produksi barang yang baik atau GMP 

(Good Manufacturring Practice) yang berisi mengenai pedoman praktik dalam industri 

kosmetik yang baik, mulai dari pengembangan produk, pengadaan bahan baku, proses 

produksi, proses penyimpanan, hingga proses distribusi. Standar ini diadopsi oleh Badan 

Standarisasi Nasional (BSN) menjadi SNI ISO 22716:2017. 

Standar mutu kosmetik adalah seperangkat pedoman dan prosedur yang 

memastikan keamanan dan kualitas produk kosmetik. Produk kosmetik dapat dikatakan 

sebagai produk yang baik apabila memiliki izin produksi dan izin edar. Izin produksi 

kosmetik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Dalam Permenkes RI 

Nomor 1175 dijelaskan bahwa pembuatan kosmetika hanya boleh dilakukan oleh industri 

kosmetika yang sudah memiliki izin produksi yang diberikan oleh Direktur Jenderal. Izin 

produksi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 

memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan izin edar adalah syarat agar produk 

kosmetika dapat diedarkan, yang diberikan oleh Menteri yang berupa nomor notifikasi, 

karena produk kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan persyaratan mutu, 

keamanan, dan kemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Notifikasi dilakukan 

sebelum produk tersebut diedarkan dan hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun. Notifikasi 

pada produk kosmetika ditanda dengan kode N yang diikuti satu huruf dan 11 (sebelas) 

digit angka. 

Selain itu, ada beberapa ketentuan lain terkait standar mutu kosmetik di Indonesia, 

seperti penggunaan bahan yang dilarang, melakukan perubahan izin produksi jika 

terdapat perubahan komposisi produk, penambahan atau pengurangan bentuk sediaan 

dan lainnya. Perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus sesuai dengan keterangan 
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produk yang akan diedarkan, jika terdapat perubahan dalam hal apapun, maka pelaku 

usaha harus mengajukan izin baru dikarenakan adanya ketidak sesuaian keterangan 

antara produk yang baru dengan izin yang lama. 

Pada Desember 2020 lalu, dr. Richard Lee, MARS, AAAM melakukan uji 

laboratorium terhadap produk Scarlett Whitening body lotion untuk melihat apakah 

produk tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya yaitu mercury dan hydroquinone. 

Dan dapat kita lihat dibawah ini hasil dari uji laboratorium tersebut, dimana produk 

Scarlett Whitening body lotion ini tidak mengandung mercury dan hydroquinone, 

sehingga dapat dikatakan bahwa produk ini aman untuk digunakan. 

 

Gambar 3. Hasil uji laboratorium produk Scarlett Whitening body lotion 

Keterangan: 

Kanal youtube dr. Richard Lee, MARS 

 

Meskipun Scarlett Whitening body lotion ini tidak mengandung bahan-bahan yang 

dilarang, namun hal yang dikeluhkan oleh konsumen sebenarnya adalah terkait kualitas 

dari body lotion ini sendiri, dimana produk body lotion ini memiliki tekstur yang berat, 

susah menyerap dan terkadang terasa lengket di kulit, serta efek atau kemanfaatan yang 

dijanjikan yaitu dapat 7x mencerahkan kulit yang menurut para konsumen tidak 

mendapatkannya. Sebagian besar konsumen masih membeli dan menggunakan produk 

ini hanya karena aromanya yang wangi dan cukup tahan lama. 

 

Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Melakukan 

Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Pos Market 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), atau yang umum dikenal sebagai 

Badan POM, merupakan lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
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Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Lembaga ini memiliki mandat untuk mengatur, 

menetapkan standar, serta melakukan sertifikasi terhadap produk makanan dan obat-

obatan, mencakup seluruh proses mulai dari produksi, distribusi, penggunaan, hingga 

aspek keamanan berbagai produk termasuk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan 

lainnya. Dalam pelaksanaan fungsinya, BPOM mengemban visi: “Obat dan Makanan 

aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, 

mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” 

Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, BPOM berada di bawah 

kewenangan langsung Presiden dan bertanggung jawab kepadanya sebagai bentuk 

akuntabilitas kelembagaan terhadap otoritas eksekutif negara (Aziz, 2020). Salah satu 

tugas pokok BPOM adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap obat dan makanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cakupan objek 

pengawasan ini meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, 

obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, serta pangan olahan, sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja BPOM. 

Secara konseptual, pengawasan dapat dipahami sebagai suatu proses untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan regulasi dan instruksi 

yang ditetapkan (Gondokesumo & Amir, 2021). Dalam konteks ini, BPOM 

melaksanakan dua bentuk pengawasan, yakni sebelum produk beredar di pasar (pre-

market) dan setelah produk beredar (post-market). Pengawasan pre-market terdiri dari 

empat tahapan utama, yaitu proses standardisasi, perumusan regulasi, evaluasi pra-

peredaran, dan pemberian nomor izin edar sebagai prasyarat distribusi produk ke 

masyarakat. 

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Dewi selaku ketua tim 

keamanan kosmetik di Direktorat Pengawasan Kosmetik Kedeputian II Badan POM, 

sebelum produk kosmetik diedarkan, pelaku usaha harus mendaftarkan produknya untuk 

mendapatkan nomor notifikasi kosmetik ke BPOM. Pelaku usaha atau pemohon dapat 

mengajukan pendaftaran secara online ke Direktorat Registrasi melalui website 

notifcos.pom.co.id. Semua proses dokumentasi dilakukan secara online untuk 

mempermudah pemohon. Setelah didaftarkan, produk kosmetik tersebut akan dievaluasi 

oleh Direktorat Registrasi dari sisi formula, kesesuain, dan persyaratan administrasi. Jika 

produk kosmetik tersebut disetujui, maka akan diberikan nomor notifikasi dan 

diperbolehkan untuk diedarkan. Namun jika produk kosmetik tersebut ditolak atau tidak 

mendapatkan persetujuan, maka akan diinformasikan kepada pelaku usaha agar dapat 

diperbaiki kekurangannya (Winata, 2022). Tahap ini berlangsung selama 14 hari kerja 

setelah pemohon melakukan pendaftaran. Untuk produk Scarlett Whitening body lotion 

sendiri, dapat kita lihat dibawah bahwa produk ini sudah terdaftar dan memiliki nomor 

noifikasi yang artinya produk ini sudah terdaftar dan tersertifikasi BPOM. 
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Gambar 4. Nomor Noifikasi dari produk Scarlett Whitening body lotion 

Keterangan: 

Website BPOM, 2025 

 

Selain pengawasan sebelum produk kosmetik beredar, BPOM juga melakukan 

pengawasan terhadap produk kosmetik yang sudah beredar atau disebut juga dengan 

pengawasan post market. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan 

keamanan produk kosmetik dari pelaku usaha yang melakukan kecurangan setelah 

mendaptakan nomor notifikasi. Pengawasan post market dilakukan oleh Direktorat 

Pengawasan Kosmetik. Pertama-tama, produk kosmetik yang sudah beredar disampling 

atau diambil dari peredaran oleh BPOM, kemudian dilakukan pengujian di laboratorium 

oleh seluruh UPT Badan POM sesuai dengan ketetapan atau pedoman yang telah 

ditentukan. Beberapa parameter dalam pengujian ini adalah dari sisi Angka Lempeng 

Total atau ALT untuk mengetahui jumlah mikroba pada sampel dan apakah terdapat 

bahan-bahan terlarang yang tidak diperbolehkan dalam produk kosmetik. 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah produk kosmetik tersebut 

sudah memenuhi ketentuan dari sisi mutu dan keamanan. Setiap tahunnya BPOM 

menentukan kebijakan dalam pengawasan post market untuk ketentuan sampling produk-

produk kosmetik. Terdapat 2 (dua) jenis sampling yang dilakukan, yaitu secara acak dan 

sample targeted. Presentase terhadap kedua jenis sampling ini berbeda setiap tahunnya. 

Sample targeted dilakukan kepada produk kosmetik yang beresiko tinggi.  

Setelah proses pengujian, akan diperoleh hasil apakah produk kosmetik tersebut 

tetap aman atau tidak untuk diperdagangkan kembali. Jika hasil menyatakan bahwa 

produk kosmetik tersebut bermasalah atau melanggar aturan, maka seluruh produk 

kosmetik tersebut akan ditarik dari peredaran (Ayu et al., 2024). Pelaku usaha kemudian 

akan diberi sanksi sesuai permasalahan yang terjadi. Jika ditemukan bahwa produk 

kosmetik tersebut mengandung bahan yang dilarang atau memiliki kandungan yang lebih 
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dari batas yang telah ditentukan, maka pelaku usaha akan diberi peringatan, kemudian 

BPOM akan mengeluarkan perintah penarikan atas produk kosmetik tersebut. Selain 

diberi peringatan, BPOM juga akan mencabut nomor edar produk kosmetik tersebut dan 

juga penghentian sementara kegiatan produksi sampai pelaku usaha dapat melakukan 

tindakan perbaikan. BPOM juga akan mengumumkan kepada masyarakat produk 

kosmetika yang mengandung bahan terlarang. 

Selain pengawasan dari BPOM, masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan jika 

menemukan produk kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Masyarakat dapat membuat pengaduan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen 

(ULPK) Balai Besar atau Balai POM diseluruh Indonesia, melalui HALO BPOM, SMS, 

email, sosal media BPOM, website BPOM di lapor.go.id, atau melalui aplikasi BPOM 

Mobile. Jika terdapat pengaduan oleh masyarakat, BPOM akan memverifikasi laporan 

tersebut kemudian mengevaluasi produk kosmetik yang dilaporkan. BPOM akan 

melakukan peninjauan di peredaran. Setelah itu, akan dilakukan pengujian terhadap 

produk kosmetik tersebut dan akan ditentukan langkah selanjutnya terhadap pelaku usaha 

dan produk kosmetiknya tersebut. BPOM juga melakukan pengawasan di media sosial 

yang dilakukan oleh Humas dan bagian pengawasan media online. Sehingga, meski tanpa 

adanya pengaduan langsung dari masyarakat, jika terdapat banyak keluhan terhadap 

suatu produk kosmetik di media sosial, BPOM akan tetap bertindak dan melakukan 

evaluasi terhadap produk tersebut. 

 

D. KESIMPULAN 

Setiap produk kosmetik wajib memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara 

resmi; apabila standar tersebut tidak terpenuhi, maka produk tersebut dilarang untuk 

diproduksi maupun diperdagangkan karena dianggap membahayakan dan berpotensi 

merugikan konsumen. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 142 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi 

berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang tertuang dalam 

Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar lain yang diakui. Selain itu, Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) juga menegaskan dalam Pasal 7 huruf d bahwa pelaku 

usaha berkewajiban untuk menjamin mutu produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan, 

sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Namun demikian, UUPK tidak merinci secara 

eksplisit mengenai parameter standar mutu kosmetik. 

Regulasi teknis terkait mutu kosmetika di Indonesia diatur oleh Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) melalui beberapa peraturan, di antaranya Peraturan BPOM 

Nomor 33 Tahun 2021 mengenai Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik serta 

Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 yang merupakan amandemen dari Peraturan 

BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Regulasi 

tersebut memuat ketentuan mengenai bahan-bahan yang dilarang digunakan dalam 

kosmetik dan batasan kadar sediaan yang diperbolehkan. Produk kosmetik yang telah 

memenuhi standar mutu akan mendapatkan izin produksi sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 serta izin edar 
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atau nomor notifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1176/MENKES/PER/VIII/2010. 

Di Indonesia terdapat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang 

bertugas untuk mengawasi obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM mengacu pada UUPK yang 

bertujuan untuk mencegah peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau 

illegal, melindungi konsumen dan menegakkan hukum. Pengawasan yang dilakukan oleh 

BPOM dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pengawasan sebelum produk diedarkan atau 

pengawasan pre market dan pengawasan setelah produk diedarkan atau pengawasan post 

market. Selain itu BPOM juga menerima aduan dari masyarakat atau konsumen jika 

mereka menemukan produk kosmetik yang berbahaya atau melanggar aturan. BPOM 

juga melakukan pengawasan di media sosial yang dilakukan oleh Humas dan bagian 

pengawasan media online. 

Dapat kita ketahui bahwa produk Scarlett Whitening body lotion sebenarnya sudah 

sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, yaitu memiliki izin produksi dan izin edar. 

Produk ini juga sudah terdaftar dan tersertifikasi BPOM pada Maret 2021. Namun, 

memang kualitas dari produk Scarlett Whitening body lotion tersebut kurang baik. Satu-

satunya hal yang banyak dikeluhkan oleh konsumen adalah mengenai tekstur dari produk 

ini yang terasa berat di kulit, banyak dari mereka yang masih membeli produk ini hanya 

karena aromanya yang wangi dan cukup tahan lama meskipun produk ini tidak memiliki 

efek atau keuntungan yang dijanjikan yaitu dapat melembabkan dan mencerahkan kulit. 
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